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JAKARTA. Rencana pemerin-
tah untuk mengenakan pajak
rertambahan nilai (PPIN) atas
sembalko, jasa pendidikan dan
kesehatan tertentu mendapat
Ppenolakan dari Dewan Perwa-—
kilann Rakyal (DPR). H=al ini
terjadi saat pembahasan Ran-
cangan Undang-Undang
(RUU) tentang Perubahan
Kelitma atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUTP).

Fcky Avwal Mucharam darxi
Fraksi Partai Keadilan Kese-
jJahteraan (PKS) yvang jusga
anggota Panja RUU KUP Ko-
misi XI DPR RI menyvatalkan
fraksinya menolak penerapan
PPN atas sembako, jasa pen-
didikan, jasa kesehatan, jasa
sosial, dan jasa pelayanan ke-
agamaan. Penolakan ini kare-
na kelima item yang akan
kena pajak ini merupakan hak
dasar seluruh masyaralkat.

Ta menyebut selama ini kon-—
tribusi PPN Lerboesar dari korn-
sumsi masyarakat. Dan jika
ppengenaan PPN diperluas,
sudah pasti akan membexrat-
kan masyarakat kebanyvakan.

Aldlih-alih memberi saran
untuk mengsgsenjot penerima-—
an pajak, Ecky justru meminta
remerintah untulk menaikkan
thiyreshold atau batasan peng-
hasilan tidak kena pajak
(PTKP), dari sebelumnyva Rp
4.5 juta per bulan menjadi Rp
8 juta per bulan. "Ini untuk
menambah konsumsi rurmah
tangga," katanya saat Rapat
Kerja Komisi X1 dengan Men-
teri Keuangan, Senin (13/9).

Sejalan, Anggota Panja RUUT
KUP dari Fraksi Partai Nas-
demm Fauzi Amor juga menolak
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rencana pengenaan PPN atas
sembako, jasa pendidikan,
dan jasa kesehatan karena di-
anggapr akan memberatkan
masyarakat berpenghasilan
menengah ke bawah.

Untuk mengkompensasi
ppcnolakan terscbut, Fau=zi
mendorong pemeritah untuk
mengejar pajak penghasilan
(I’'T’h) atas perusahaan digital
asing serta menyetujui usulan
rajak karbon.

Sedangkan Anggota Panga
RULD KUP Komisi X1 DPR RI1
Mukhamad Misbakhun me-
wanti-wanti pemerintah, jika
sebagian IRUU KUP diterap-
kan 2022 atau 2023, maka
remerintah harus mampu
mencapali konsolidasi fiskal.
Pada 2023 ekonomi dan pene-
yimaan pajak musti menggeli-
at agar defisit anggaran bisa
kembali di bawah 3% darxi pro-
duk domestik bruto (PIDB).

"Penerimaan pajak yang se-
Ilama 13 tahun ini tidak pernah
Ltercecapazii, malka=an harus bisa
monoeapai targoet," katany:a.

Menteri Keuangan Sri Muly-
ani menjelaskan untuk barang
dan jasa yvang dikonsumsi ma-
syarakat banyak barang ke-
butuhan pokok, jasa pendi-
dikan, dan jasa kesehatan
akan dikenakan PPN dengan
tarif PPN yang lebih rendah
dari tarif normal. Atau dapat
tidak dipungut PPN serta bagi
masyarakat yang tidak mam-
Pru dapat dikompensasi de-
ngan pemberian subsidi.

"Rentang barang konsumsi
ini bisa darxri yang sangat basic
sampai yang paling sopfisti-
cated," kata Sri Mulyani.

Yusuf Imam Santoso


http://www.tcpdf.org

